PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE 







A. Latar Belakang  
Fenomena tax avoidance di Indonesia terutama dari segi nilai ekonomi pajak yang 
dihasilkan dari pergerakan seluruh sektor industri kontribusi pajaknya sangat minim. 
Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak 
hingga Agustus 2019 mencapai Rp 801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 
yang sebesar Rp 1.577,56 triliun (Sumber: Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang 
diakses pada tanggal 1 Oktober 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 
tahunnya pajak Indonesia mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Hal 
tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan tax avoidance yang dilakukan oleh 
para pelaku sektor industri dan tidak sedikit pula yang melaporkan nya dengan benar 
namun merupakan hasil dari tax avoidance.  
Industri pertambangan merupakan salah satu dari seluruh sektor industri yang 
memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya pendapatan pajak dari target yang 
ditetapkan oleh APBN. Rendahnya pendapatan pajak dari industri pertambangan 
terutama sektor batu bara juga diakibatkan oleh lemahnya kapasitas otoritas pajak dan 
fiskus dalam memeriksa wajib pajak sehingga berbagai dugaan tax avoidance yang 
diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di pengadilan pajak. (Sumber: 
www.katadata.co.id yang diakses pada tanggal 1 Oktober 2019). Salah satu fenomena 
terkait tax avoidance yang terjadi pada industri pertambangan terutama sektor batu bara 





Jenderal Pajak (DJP) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang 
mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar,  
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  kalah di pengadilan. Hingga kini, Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) masih melayangkan gugatan yang sama. 
Pengendalian atau pengawasan terhadap praktek tax avoidance yang dilakukan 
oleh perusahaan sangat diperlukan agar terhindar dari sanksi pajak yang bisa 
menurunkan kredibilitas perusahaan. Pengendalian tersebut berupa penerapan good 
corporate governance yang baik.(Tandean, 2014). Pentingnya good corporate 
governance menjadi pengendali dalam menentukan strategi-strategi yang 
digunakan dalam tax avoidance yang tetap memenuhi ketentuan perpajakan 
(lawful) dan tidak melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Oleh sebab itu 
perusahaan dalam melakukan aktivitas tax avoidance harus dilandasi oleh etika 
bisnis dan good corporate governance yang baik. 
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdapat lima  
komponen utama good corporate governance yaitu kepemilikan institusional, 
komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial 
(Sumber: www.knkg-indonesia.org). Kepemilikan saham oleh pihak institusional 
mempunyai arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya 
kepemilikan oleh pihak institusional memberikan dorongan peningkatan 
pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak 
institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar 





penelitian oleh Mulyani, dkk (2018) kepemilikan institusional berpengarun 
terhadap tax avoidance. Tidak sejalan dengen penelittian Rulmadani (2018) dan 
Tandean (2014) yang menyatakan kepemeilikan institusional tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang merupakan orang 
dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan/hubungan dengan organisasi. 
Komisaris independen dianggap mempunyai sikap yang objektif sehingga dapat 
mengawasi dewan komisaris dan mengawasi jalannya organisasi. Sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Rulmadani (2018), Wibawa, dkk (2016) komisaris 
independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Sebaliknya penelitian oleh 
Fadhila, dkk (2017), dan Hidayati & Fidiana (2017) menyatakan komisaris 
independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Komite audit mempunyai latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan, 
mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan dapat menghindari risiko deteksi 
dalam perusahaan sehingga komite audit dapat memberi sarannya pada manajer 
dalam aktivitas tax avoidance. Berdasarkan penelitian Fadhila, dkk (2017), Wibawa 
dkk (2016), dan Tandean (2014) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh 
terhadap tax avoidance. Tidak sejalan dengan penelitian oleh Rulmadina (2018) 
dan Hidayati & Fidiana (2017) komite audit tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance. 
Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak 
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 





mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang 
saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai 
kemakmuran pemegang saham (Fadhila, dkk 2017). Sejalan dengan penelitian 
Fadhila, dkk (2017) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Kualitas Audit dalam penerepan good corporate governance menjadi salah 
satu elemen yang penting karena pengungkapan tranparansinya yang akurat. 
Menurut Sartori (2010), transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai 
dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan 
para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari 
perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka 
mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika 
mereka tahu sebelumnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyani, dkk 
(2018), Khairunisa, dkk (2017) dan Wibawa, dkk (2016) yang menyatakan kualitas 
audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil dari penjelasan diatas 
penulis melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh good corporate governance 
terhadap tax avoidance, dengan periode penelitian yang terbaru dan situasi ekonomi 
yang berbeda dengan sebelumnya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan 
masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 





4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan maslaah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini yaitu : 
1. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax 
Avoidance. 
2. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. 
3. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance. 
4. Untuk menguji pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. 
5. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax 
Avoidance. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain : 
1. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 
a. Bagi Manajemen Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 
manajemen perusahaan dalam memahami pengelolaan good corporate 
governance sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 







b. Bagi Investor 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor 
tentang pentingnya pengelolaan good corporate governance dan tax 
avoidance agar investor dapat mengetahui kondisi perusahaan yang 
sesungguhnya serta dapat digunakan bahan pertimbangan untuk melakukan 
investasi. 
c. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman juga wawasan 
tentang pentingnya good corporate governance terhadap praktik tax 
avoidance pada perusahaan. 
2. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 
masukan pengetahuan atau literatur alamiah terkait isu mengenai good corporate 
governance dan tax avoidance yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 
peneliti selanjutnya. 
